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1.1 LatarsBelakang 

Sejaks1 Januaris2014 pemerintahsmenerapkan JaminansKesehatan Nasionals (JKN), 

yangsmerupakan programsjaminan perlindunganskesehatan secaraskomprehensif, smeliputi 

layananspromotif, spreventif, skuratif, sertasrehabilitatif (Nurmansyahset al, 2017). sJaminan 

KesehatansNasional mempunyaistujuan ekuitass (berkeadilan) yangsdinyatakan dalamsUU 

No. 40stahun 2004stentang SistemsJaminan SosialsNasional (SJSN) spasal 2 bahwa: sSJSN 

diselenggarakansberdasarkan azasskemanusiaan, azassmanfaat dansazas keadilanssosial bagi 

seluruhsrakyat Indonesias (Juanita, 2019). s 

Tujuansutama darisjaminan kesehatansini adalahsagar pesertasmemperolehsmanfaat 

pemeliharaanskesehatan dansperlindungan dalamsmemenuhi kebutuhansdasar kesehatan 

denganscara meningkatkansakses dansmutu pelayananskesehatan (Satriya, s2018). sDi 

Indonesia, sJKN diimplementasikanssecara bertahapsoleh pemerintah, sdiharapkan 

padastahun 2019sseluruh wargasnegara Indonesiastelah ikut seluruhnyasbergabung kesdalam 

programsini. JKNsdi Indonesiasmenganut sistemsasuransi sosial, syakni pemerintahsIndonesia 

mewajibkansseluruh wargasnegara untuksbergabung padasprogram inis (Irwandy, 2018). 

JaminansKesehatan Nasionalsdiselenggarakan secarasnasional dengansprinsip 

asuransissosial dansprinsip ekuitas. sMelalui prinsipsasuransi sosial, skepesertaansJKN 

bersifatswajib bagisseluruh penduduk. sDengan prinsipsini diharapkansakan terjadisgotong 

royongsantar pesertasdalam dua hal. sPertama, gotongsroyong risikossakit darispenduduk 

sehatskepada pendudukssakit. Kedua, sgotong royongsrisiko pengeluaranskesehatan yang 

besar/katastropiksdari pendudukskaya kepadaspenduduk miskins (Satriya, 2018). sDengan 

demikian, shal inisakan mendukungsterselenggaranya prinsipsekuitas (kesamaansdalam 

memperolehspelayanan sesuaisdengan kebutuhansmedis), sehinggastidak adaslagi masyarakat 

yangsmemiliki halangan, skhususnya halangansfinansial, untuksmengaksesspelayanan 

kesehatans (Juanita, 2019). 

AdanyasJKN akansmemberikan banyaksperubahan terhadapssistem kesehatansdi 

Indonesia, sseperti padasmanajemen pembiayaan, smanajemen pelayananskesehatan, 

manajemensinformasi, koordinasi lintas sektor, sdan lainnya. sLebih jauh, ssistem ini 

diperkirakansjuga akansberpengaruh terhadapsaspek lainsdi luar sistemskesehatan itussendiri, 

sepertisaspek ekonomi; saspek usaha, saspek ketenagakerjaan, sdan aspekspengupahan; saspek 



penanggulanganskemiskinan dansperlindungan sosial; ssampai dengansaspek pendataan dan 

pencatatanskependudukan (Juanita, s2019). 

Indonesiasmemiliki kegiatansPenyelenggaraan PembangunansKesehatansyang 

mengutamakanskegiatan promosiskesehatan melaluisDirektorat PromosisKesehatan & 

PemberdayaansMasyarakat, yaitusgerakan untuksmeningkatkan kesadaran, skemauan, sdan 

kemampuanshidup sehatspada setiapsorang agarsterciptanya derajatskesehatanssetinggi-

tingginyasdalam periodestahun 2015-2019syang dilakukansmelalui ProgramsIndonesiasSehat 

agarsterwujudnya sebuahsparadigma sehatsyaitu berfokusspada promotif-preventifssebagai 

pilarsutama upayaskesehatan denganscara pelaksanaansprogram melaluispendekatanskeluarga 

dansmelakukan gerakansmasyarakat hidupssehat (Germas), ssedangkan penguatanspelayanan 

kesehatansberfokus padaspeningkatan aksesspelayanan kesehatansterutama padasFasilitas 

KesehatansTingkat Pertamas (FKTP) (Adiputra, s2021). Hal inismerupakan hasil 

pengembangansdari NawasCita Presidensdi point ke-5s (lima) yaitus “meningkatkanskualitas 

hidupsmanusia Indonesia” s (Kemenkes, 2019). 

Arahspengembangan RPJP-Ns2005-2025 jugasmengarahkan instansiskesehatan di 

Indonesiasuntuk mengutamakansprogram kesehatansdan tenagaskesehatan agarslebih fokus 

darisyang awalnyashanya sebagaistenaga kuratifsmenjadi bergerakske arahstenaga promotif 

danspreventif sesuaiskebutuhan (Adiputra, s2021). 

Puskesmassadalah salahssatu jenissfasilitas pelayananskesehatan tingkatspertama yang 

memilikisperanan pentingsdalam pencapaiansprogram IndonesiasSehat. PeraturansMenteri 

KesehatansRepublik IndonesiasNomor 75sTahun 2014smenyatakan bahwasPusat Kesehatan 

Masyarakatsadalah fasilitasspelayanan kesehatansmasyarakat dansupaya kesehatan 

peroranganstingkat pertamasyang lebihsmengutamakan upayaspromotif danspreventif demi 

mencapaisderajat kesehatansmasyarakat yangssetinggi-tingginya diswilayah kerjanya. 

Puskesmassbertanggung jawabshanya untukssebagian upayaspembangunan kesehatansyang 

dibebankansoleh dinasskesehatan kabupaten/kotassesuai denganskemampuannya (Adiputra, 

s2021). 

Padaskenyataannya, hinggassaat ini kegiatansPuskesmas secarasumum 

dianggapsmasih lebihsberfokus padaspendekatan kuratifsdari padaspromotif. Ditambahslagi 

persepsismasyarakat jugasmasih menganggapsPuskesmas hanyassebagai fasilitasspengobatan 

bagisorang yangssudah sakitsdari padassebagai fasilitassuntuk tempatsberkonsultasi tentang 

kesehatansseseorang agarstetap sehatsdan bahkanslebih sehatsdari sebelumnya, ssehingga 

Paradigmassehat yangsharusnya mengutamakanspendekatan promotifsmenjadi sulitsditerima 



baiksmasyarakat maupunspihak penyediaspelayanan kesehatansitu sendiris (Wendimagegn, 

2019). s 

Puskesmasssebagai pusatspelayanan kesehatanstingkat pertamasdan palingsdekat 

dengansmasyarakat dimanasperan Puskesmassdimaknai sebagaisakses pertamaspada 

pelayananskesehatan harusnyasmampu menggesersparadigma sakitsyang adasdengan 

mengedepankansparadigma sehats (Widiya, 2019). Pelayananspromotif danspreventif 

harusnyasmenjadi lebihsdiperhatikan terutamasuntuk mendukungsdiberlakukannya JKNsyang 

diselenggarakansoleh BadansPenyelenggara JaminansSosial (BPJS). sSebesar apapunsbiaya 

kesehatansyang dikumpulkansmelalui iuran, stentu akanshabis jikastidak disertaisusaha 

promotifsdan preventifs (Andary, 2016). 

MengenaisPromosi Kesehatansitu sendirisdiartikan sebagaisupaya atausproses 

pemberdayaansmasyarakat agarsmasyarakat dapatsmelindungi kesehatannyassendiri dan 

tujuannyasialah masyarakatsnantinya tidakshanya sekedarstahu, namunsjuga mausdan mampu 

membiasakansdirinya untuksberprilaku hidupsbersih danssehat di dalamskehidupannya sehari-

haris (Nurmala, 2018). s 

Menurutspenelitian sebelumnyasyang dilakukansoleh Mochamad (2017) smengatakan 

efeksdari JaminansKesehatan Nasionalsterhadapskebijakansprogram promosiskesehatan serta 

keadaansdimana Puskesmassdi Indonesiasmasih menghadapisketerbatasan sumbersdaya 

manusia, sbaik darisjumlah maupunsaspek kualitassserta terbatasnyasinfrastruktursyang 

digunakansdalam pelaksanaansprogram Puskesmas. s 

Menurutspengakuan kepalasbidang PromosisKesehatan Puskesmassbahwa mereka 

selalusmengalami kesulitansdalam melaksanakansprogram promosiskesehatan. Beberapa 

kesulitanstersebut ialahsdalam halskoordinasi kepadasperangkat desasyang terkadangskurang 

ditanggapisserius meskipunstetap berjalan, sserta kesulitanslainnya ialahssaatsmelakukan 

penyuluhansdan pemberdayaanspada masyarakatsdi lapangan, snamun reaksismasyarakat 

seakanstidak pahas ataupun tidakspeduli apasyang disampaikansoleh pihakspenyuluh 

puskesmasshingga seringkalispara tenagaskesehatan darispuskesmas yangsterlibat disitusharus 

terpaksasmelakukan kegiatansprogramnya sendirisyang manasseharusnya masyarakatsitu 

sendirisyang ikutsmelakukan halstersebut.  

Pengamatansawal lebihslanjut olehspenulis dalamshal capaiansprogramspromosi 

kesehatansmenurut pengakuanskepala bidangsPromosi Kesehatansdi KabupatensSerdang 

Bedagai yaitusmereka tidaksmerasa adasyang tercapaiscakupan programnya, sdan mereka 

merasaskurang jelasstentang pencatatanspencapaian program-programspromosiskesehatan 

yangsada di datasprofil puskesmas. sProgram promosiskesehatanssebagai salahssatu program 



pokoksatau esensialspuskesmas sertaskurangnya koordinasisyang dilakukanssecara 

seriussbaik antaraslintas programsmaupun lintasssektoral.  

Darispenjabaran latarsbelakang di atassmaka penelitisingin melakukanspenelitian 

dengansjudul DampaksKebijakan JaminansKesehatan Nasionals (JKN) TerhadapsPelaksanaan 

ProgramsPromosi KesehatansPada Puskesmassdi KabupatensSerdang Bedagai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusansmasalah padaspenelitian inisadalah bagaimanasdampak dariskebijakan 

jaminanskesehatan nasionals (JKN) terhadapspelaksanaan programspromosi kesehatanspada 

puskesmassdi KabupatensSerdang Bedagai yang dilihatsdalam halskebijakan, spendanaan, 

fasilitas, ssumber daya manusia. 

 

1.3 TujuansPenelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuansumum padaspenelitian inisadalah untuksmengetahui dampakskebijakan 

jaminanskesehatan nasionals (JKN) terhadapspelaksanaan programspromosi kesehatanspada 

puskesmassdi Kabupaten Serdang Bedagai. 

 

1.3.2 TujuansKhusus 

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah: 

1. Untuksmengetahui dampakskebijakan jaminanskesehatan nasionals (JKN) dalamshal 

pendanaansterhadap pelaksanaansprogram promosiskesehatan padaspuskesmas di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Untuksmengetahui dampakskebijakan jaminanskesehatan nasionals (JKN) dalamshal 

fasilitassterhadap pelaksanaansprogram promosiskesehatan padaspuskesmas di Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

3. Untuksmengetahui dampakskebijakan jaminanskesehatan nasionals (JKN) dalamshal 

sumbersdaya manusiasterhadap pelaksanaansprogram promosiskesehatan padaspuskesmas 

di Kabupaten Serdang Bedagai. 

4. Untuksmengetahui dampakskebijakan jaminanskesehatan nasionals (JKN) yangspaling 

berpengaruhsterhadap pelaksanaansprogram promosiskesehatan padaspuskesmas di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi institusi pendidikan 

1. Penelitiansini dapatsdigunakan sebagaispengembangan ilmuspengetahuan dalamsbidang 

manajemenskesehatan masyarakat. s 

2. Sebagaistambahan informasisdan wawasansmengenai dampakskebijakan jaminan 

kesehatansnasional terhadapspelaksanaan programspromosi kesehatan. s 

1.4.2 BagisPuskesmas 

Diharapkansmemberi informasisserta masukansmengenai pelaksanaansJKN dengan 

pemanfaatanspelayanan kesehatan. s 

1.4.3 BagisMasyarakat 

Bagismasyarakat, penelitiansini diharapkansmemberikan informasismengenai 

pelaksanaansJKN padaspemanfaatan pelayananskesehatan yangslebih baikslagisbagi 

masyarakat. s 

 

 


